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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor ---/Pdt.G/2022/PA.Pps

الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

   Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama dalam persidangan  Hakim telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,  tempat  tanggal  lahir  ----------,  18  Juni  1994, agama  Islam,

pekerjaan Pegawai Swasta PT  ----------,  pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Jalan ----------, Blok ---------- No ----------, Perumahan

----------,  RT----------,  RW----------,  Desa  ----------,

Kecamatan  ----------,  Kabupaten  Pulang  Pisau,

Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  hal  ini

menggunakan  domisili  elektronik  dengan  alamat

email ----------, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  tempat  tanggal  lahir  ----------,  19  November  1996,  agama

Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Strata I,

tempat kediaman di  Jalan  ----------, Blok  ---------- No

----------, Perumahan  ----------,  RT----------,

RW----------,  Desa  ----------,  Kecamatan  ----------,

Kabupaten  Pulang  Pisau,  Provinsi  Kalimantan

Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November

2022  telah  mengajukan  permohonan  cerai  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  dengan  Nomor

---/Pdt.G/2022/PA.Pps,  tanggal  2  November  2022,  dengan

mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang

menikah  pada  hari  Senin tanggal 23  Maret  2020  atau  bertepatan

dengan 28 Rajab 1441 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan

pernikahan  yang tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

----------, Kabupaten ---------- dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----------

tanggal 23 Maret 2020;

2. Bahwa  pada  saat  menikah,  Pemohon  berstatus  Jejaka  dan

Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan

Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan

berhubungan  layaknya  suami  isteri  dengan  baik  dan  keduanya

bertempat tinggal  di kediaman bersama di Jalan ----------, Blok ----------

No  ----------, Perumahan  ----------,  RT ---,  RW  ---,  Desa  ----------,

Kecamatan  ----------,  Kabupaten  Pulang  Pisau,  Provinsi  Kalimantan

selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 (satu)  orang anak yang  bernama  ---------- tempat tanggal

lahir, ----------, 05 Oktober 2021;

Dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh

Termohon dan Pemohon;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 sudah  tidak

harmonis lagi dikarenakan sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran

disebabkan: 

5.1. Termohon  tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan

sering membanding-bandingkan dengan orang lain;
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5.2. Termohon sering  mengeluh dan merasa kurang mengenai

persoalan  keuangan;

6. Bahwa  puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon

terjadi  pada bulan Juli  Tahun 2022 dimana Pemohon dan Termohon

sudah pisah ranjang sejak Bulan Juli 2022 sehingga sudah kurang lebih

4  (empat)  bulan  Pemohon  dan  Termohon  tidak  memiliki  itikad  baik

untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa  sejak  pisah  ranjang  Pemohon  dan  Termohon  selama  4

(empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Termohon  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  melalui  jalan  musyawarah  atau

berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara  Pemohon

dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar

masing-masing  pihak  tidak  lebih  jauh  melanggar  norma  hukum dan

norma  agama  maka  perceraian  merupakan  jalan terakhir  bagi

Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon  kepada

Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (----------) untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap  Termohon  (----------)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan

Pemohon  dan  Termohon  telah  hadir  di  persidangan,  dan  Hakim  telah

mendamaikan  Pemohon  dan  Termohon,  Pemohon  dan  Termohon  juga

telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator M. Busyra, S.H.I,

ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Bahwa  selanjutnya  pada  sidang  tanggal  16  November  2022,

Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan antara

Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk rukun kembali;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan

Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  segala  yang

dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan

Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  maksud  pasal  39  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan  yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang

Perkawinan jo Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

jo.  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hakim  pada  persidangan  berupaya  menasihati  Pemohon untuk  tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, lalu berdasarkan

nasihat dari Hakim, upaya mediasi yang telah ditempuh, dan inisiatif dari

Pemohon sendiri,  Pemohon menyatakan  memohon  untuk  mencabut
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permohonannya tertanggal 02 November 2022  dengan register perkara

Nomor ---/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 02 November 2022;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  damai  dari  Hakim  dan

Hakim Mediator telah berhasil dan Pemohon telah menyatakan mencabut

perkaranya  karena telah  rukun  kembali  dengan  Termohon,  dan

pernyataan  Pemohon tersebut  dibenarkan  oleh  Termohon,  sedangkan

perdamaian  itu  adalah  cara  terbaik  untuk  mengakhiri  sengketa

sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 128 yang berbunyi: 

لنفُْسُ الشّحّ تِ الْ أحُْضِرل يرٌْ ول ولالصّلحُْ خل
Artinya: “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia

itu menurut tabiatnya kikir”; 

maka perbuatan yang baik itu haruslah mendapat perhatian;

Menimbang,  bahwa  karena  Pemohon menyatakan  mencabut

permohonannya  sebelum  Termohon mengajukan  jawaban, maka

pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak

lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv

jo.  Pasal  54  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989  yang telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 serta  perubahan  kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  permohonan

Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh

karena  perkara  ini  telah  didaftar  dalam  Register  Perkara,  maka

diperintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama Pulang  Pisau  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh

karena perkara a quo telah didaftar dalam Register Perkara dan termasuk

dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan

dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

---/Pdt.G/2022/PA.Pps dari Pemohon;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama Pulang  Pisau  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  pada hari  Rabu tanggal  16 November 2022

Masehi  bertepatan dengan tanggal  21 Rabi’ul  Akhir  1444 Hijriyah, oleh

Nida  Farhanah,  S.Sy.,  M.H. sebagai  Hakim  yang  ditunjuk  untuk

memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama

Pulang  Pisau  Nomor  ---/Pdt.G/2022/PA.Pps  dan  berdasarkan  Surat

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

106/KMA/HK.05/04/2021  Perihal  permohonan  izin  persidangan  dengan

hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh  Kartini,

S.H.I. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Pemohon  dan

Termohon.

Hakim,

                                                           

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

                                                  

Kartini, S.H.I
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P  erincian Biaya Perkara:  
1. Pendaftaran Rp      30.000,00
2. Proses Rp      50.000,00
3. Panggilan Rp    100.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. R e d a k s i Rp      10.000,00
6. M e t e r a i Rp          10.000,00  

      J u m l a h                     Rp    220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)
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